
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

I 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan 
ketigabelas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Pejabat Negara, dan 
penerima pensiun atau tunjangan ketigabelas kepada PNS, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan penerima . 
pensiun atau tunjangan, PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, 
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas, yang 
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 
atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja, maka 
Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah 
Kabupaten Temanggung perlu diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Temanggung; 

BUPATI TEMANGGUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NO MOR 122 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 36 TAHUN 2018 
TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan -Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor .. 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon~sia Nomor 4578); · 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau 
tunjangan ketigabelas kepada PNS, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Indonesia, 
Pejabat Negara, dan penerima pensiun a tau 
tunjanganketigabelas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara dan penerima pensiun atau tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6207); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung I'f omor 24 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2011 
Nomor 26); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68 ); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung !-fomor 10 Tahun 
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2018 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 



2. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) 
Bagian yakni Bagian Kesatu Adan diantara Pasal 4 dan Pasal 
5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi 
se bagai beriku t : 

I 
telah memperoleh 

Dinas Pendidikan, 

1. Ketentuan huruf d Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
TPP tidak diberikan kepada: 
a. guru dan pengawas sekolah yang 

tunjangan profesi di lingkungan 
Pemuda, dan Olahraga; 

b. pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah; 
c. pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan/ a tau 
d. pegawai yang ditugaskan di luar Instansi Induknya, 

kecuali BAWASLU RI, yang penerimaan honorarium per 
bulannya di bawah besaran TPP kelas jabatan terendah. 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 122 
Tahun 201 7 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
ten tang Kedudukan, Susunan, · Dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60); 

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 121 Tahun 2017 
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2017 Nomor 121); 

. . . 
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 122 Tahun 2017 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung.Tahun 2017 Nomor 122); 

15. Peraturan Bupati Nomqr 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 33); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR36 

' <, SUYONO 

- 

\ 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATENTEMANGGUNG 
ASISTEN PEMERINTAHAN, 

\ 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 22 Oktober 0018 

M. AL KHADZIQ 

BUPATI TEMANGGUNG, 
l 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 22 Oktob.- 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

'Pasal II 

(1) TPP Ke-13 diberikan kepada PNS yang masih aktif 
sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018. 

(2) Besaran TPP Ke-13 adalah 60% ( enam puluh persen ) 
dari besaran standar TPP per bulan. 

Bagian Kesatu A 
Pemberian TPP Ke-13 

Pasal 4 A 

t: 


